
54 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,dapat disimpulkan 

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa telah dilaksanakan 

dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang perluh diperbaiki,antara lain: 

1. Hasil penelitian di atas menunjukan bahwa pada tahap awal perumusan 

aparat desa telah mendapat masukan-masukan dari seluruh stakeholder dan 

masyarakat terkait kebutuhan-kebutuhan di desa Tubu. Dalam proses atau 

tahapan ini aparat diberikan ruang untuk menggali ide, gagasan melalui 

forum Musdus dan Musdes. 

2. Hasil penelitian di atas menunjukan bahwa proses pelaksanaan RPJM-Desa 

dapat mencerminkan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan dalam perencanaan dan program-program RPJM-Desa benar-

benar mencerminkan kebutuhan aspirasi masyarakat serta meningkatkan 

tingkat keterlibatan dan kepemilikan masyarakat terhadap proses 

pembangunan desa. 

3. Hasil penelitian di atas menunjukan bahwa terdapat pembangunan fisik 

yang telah dilaksanakan seperti, pembangunan rumah layak huni, 

pembangunan jalan dusun, pemberdayaan masyarakat, bahkan ada program 

pemberian bantuan modal sebagai wujud dari pemberdayaan. Selain itu 

terdapat terdapat pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana 
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energi alternatif,penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan kelas 

bumil, lansia). 

4. Hasil penelitian di atas menunjukan bahwa dampaknya adalah 

mengidentifikasi sarana dan prasarana yang di gunakan dan adanya 

sinergitas arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu terdapat 

kesesuain program pada RPJM-Desa dan kebutuhan-kebutahan yang 

mendesak dimasyarakat.  

5.2 Saran 

Dari kesimpulan diatas maka peneliti memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Kepala Desa melakukan koordinasi dan komunikasi kepada anggota 

Badan Permusyawaratan Desa serta penyerahan laporan keterangan 

penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Badan Permusyawaratan 

Desa dalam pelaksanaan 1 (satu) tahun diharapkan dilakukan review 

dalam bentuk monitoring dan evaluasi secara partisipatif melibatkan 

seluruh komponen desa, sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk 

memantau kinerja pembangunan tahun berikutnya. 

2. Adakan monitoring untuk meningkatkan perencanaan pembangunan 

hasil evaluasi RPJM-Desa. 
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